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Korupsi pada saat ini merupakan permasalahan yang sedang marak di Indonesia
dan secara masif terjadi serta menjadi sorotan tesendiri bagi masyarakat Indonesia.
Korupsi merupakan salah satu kejahatan extraordinary crime atau kejahatan luar
biasa karena kejahatan tersebut merugikan negara, membahayakan stabilitas
ekonomi dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial dan
politik, dan juga dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas yang selama ini
dianut oleh Negara Indonesia. Karena lambat laun perbuatan korupsi ini seakan-
akan menjadi sebuah budaya. Korupsi sekarang ini sudah menjadi ancaman bagi
masyarakat Indonesia untuk mewujudkan cita-cita bangsa yaitu adil dan makmur.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris.
Narasumber terdiri dari Jaksa dan Dosen bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum.
Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi lapangan.
Kemudian data dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasannya berupa : Perampasan harta hasil korupsi yang
merugikan keuangan negara berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 18
Ayat 1 dan Pasal 46 KUHAP yang mengatur tentang pengembalian harta hasil
korupsi kepada yang berhak menerimanya. Rangkaian awal dalam kegiatan
pemulihan aset yakni pihak kejaksaan mengupayakan dua cara untuk melakukan
pengembalian kerugian keuangan negara melalui litigasi dan non litigas. Dalam
melakukan upaya litigasi dilakukan penelusuran aset (asset tracing) yang bersifat
secara tertutup, seefektif dan seefisien mungkin, langsung ke lokasi target (on the
spot) dengan profilling dan pemetaan terhadap target/aset untuk memperoleh bukti-
bukti kepemilikan, keterangan saksi dan dokumentasi, kegiatan tersebut
menerapkan prinsip kehati-hatian terhadap aset yang menjadi target. Kemudian
pihak kejaksaan mengeluarkan form sesuai dengan Standar Operasional Prosedur
(SOP)
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Saran dalam penelitian ini adalah : Perlunya kesadaran dan profesionalitas aparat
penegak hukum bahwa kejahatan korupsi harus diberantas karena hak masyarakat
atas kesejahteraan menjadi taruhannya dan sudah pasti merugikan negara sehingga
diharapkan dapat mengurangi tindakan korupsi-korupsi lainnya terjadi.
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